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Sejak tanggal 6 Agustus 2001, Indonesia telah memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur tentang
yayasan. Akhirnya keberadaan yayasan yang selamaini didirikan berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat
dan jurisprudensi Mahkamah Agung memperoleh dasar pengaturan yang kuat dengan diundangkannya
Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Y ayasan. Pemisahan kekayaan yayasan dari kekayaan pribadi
para pendirinya merupakan prasyarat penting bagi berdirinya suatu yayasan (Pasal 1 ayat(1), Pasal 9 ayat (1)
dan Pasal 26 ayat (1) UUY).

Penulisan tesis ini memberikan gambaran mengenai tiga hal pokok yang dibahas yaitu Bagaimanakah cara
perwakafan tanah dari pendiri sebagai modal awal kekayaan yayasan?, bagaimanakah pel aksanaan
pengalihan hak milik mengenai modal awal kekayaan yayasan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2001 Tentang Y ayasan? serta bagaimanakah status modal awal kekayaan yayasan yang berasal
dari wakaf, dalam hal yayasan bubar dan atau yayasan dinyatakan pailit? Penulis dalam melakukan
penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yaitumenggambarkan secara sistematis kedudukan
hukum tanah wakaf akibat dibubarkannya yayasan dihubungkan dengan UUY .

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa cara perwakafan tanah dari
pendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (1977 No0.38)
tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam hal ini berlaku prinsip Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, karena
Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UUY, dalam hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, maka berlaku
ketentuan hukum perwakafan. UUY tidak menegaskan terjadinya peralihan hak milik atas kekayaan yang
dipisahkan oleh pendirinya kepada yayasan. UUY tidak mewajibkan pemisahan kekayaan yang meliputi
penyerahan hak milik kepada yayasan. UUY hanya menegaskan bahwa pendiri memisahkan (sebagian)
kekayaannya untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kekayaan yang berasal dari wakaf tidak
dimasukkan dalam harta pailit, jika ketentuan perwakafan diberlakukan. Karena harta wakaf merupakan
benda diluar perdagangan (res extra comrnercium) yang tidak dapat dijadikan objek jaminan dan oleh
karenaitu tidak dapat disita dan dieksekusi.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=107184&lokasi=lokal

